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LAMPIRAN  
:  KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL  


  
POS DAN TELEKOMUNIKASI

NOMOR      
:

TANGGAL    
:

KETENTUAN PENYELENGGARAAN JASA INTERKONEKSI INTERNET (NAP) 

PT. XXX XXX XXX (HURUF BESAR)
1. UMUM

1.1. 
Pengertian

Seluruh pengertian telekomunikasi yang tercantum dalam Ketentuan ini adalah sama dengan pengertian-pengertian telekomunikasi yang tercantum pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, beserta peraturan pelaksanaannya.

1.2
Pemilik Izin

Pemilik Izin Penyelenggaraan jasa interkoneksi internet (NAP) ini adalah perusahaan perseroan, PT. XXX XXX XXX (HURUF BESAR), yang anggaran dasarnya dibuat berdasarkan akta Nomor 4 tanggal 24-10-2001 dari  Ny. --------- ----, SH, Notaris di Jakarta Selatan,  yang telah disetujui oleh Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia berdasarkan surat Keputusan Nomor C-124.HT.01.01.TH.2001 tanggal 05-11-2001, berkedudukan dan berkantor pusat di Wisma Kyoei Lt. 18 Suite 1, dengan NPWP 02.107.333.3-022.000, selanjutnya disebut PT. XXX XXX XXX (HURUF BESAR)
2. HAK PEMILIK IZIN

2.1 PT. XXX XXX XXX (HURUF BESAR) mempunyai hak untuk menyelenggarakan jasa interkoneksi internet (NAP).

2.2 Dalam menyelenggarakan jasa interkoneksi internet (NAP) PT. XXX XXX XXX (HURUF BESAR) berhak  :

2.2.1 Menerima pembayaran dari pengguna jasa interkoneksi internet (NAP) atas penggunaan jasa interkoneksi internet (NAP) yang disediakannya.

2.2.2 Memilih dan menggunakan teknologi layanan interkoneksi internet (NAP) sepanjang memenuhi ketentuan standar teknis yang berlaku;
2.2.3 Mendapatkan surat keterangan laik operasi untuk setiap pembangunan dan atau pengembangan penyelenggaraan jasa interkoneksi internet (NAP) yang memenuhi persyaratan.

2.3. PT. XXX XXX XXX (HURUF BESAR) mendapat jaminan dari Pemerintah/Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi untuk mendapatkan kemudahan dalam memperoleh hak sebagaimana dimaksud dalam butir 2.1, dan butir 2.2 serta dalam memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam butir 3.

2.4. PT. XXX XXX XXX (HURUF BESAR) mendapat jaminan dari Pemerintah/Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi atas kerahasiaan data/informasi yang disampaikan  dan dinyatakan sebagai rahasia oleh PT. XXX XXX XXX (HURUF BESAR)
3. KEWAJIBAN
3.1
Pengembangan Wilayah Layanan dan Kinerja Operasi 

3.1.1 Pengembangan wilayah layanan

	Tahun
	Lokasi
	Perkiraan Kapasitas

(Bandwidth)
	Perkiraan Jumlah Pelanggan

	
	NOC 
	Cakupan Wilayah Layanan
	
	

	2005
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	2006
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	2007
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	2008
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	2009
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


3.1.2 PT. XXX XXX XXX (HURUF BESAR) wajib menjamin kinerja operasi sekurang-kurangnya sebagai berikut : 
a. Memiliki sendiri Point of Presence (PoP) berikut sistem monitoringnya.

b. Melayani operasi layanan selama 24 jam dalam sehari, 7 hari dalam seminggu. 

3.1.3 PT. XXX XXX XXX (HURUF BESAR) wajib menerapkan kualitas pelayanan (Grade of Sevices) layanan jasa interkoneksi internet (NAP) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
3.1.4 PT. XXX XXX XXX (HURUF BESAR) wajib melaporkan hasil rencana pengembangan lokasi penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam butir 3.1.1 kepada Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi;

3.1.5 Dalam hal PT. XXX XXX XXX (HURUF BESAR) mengembangkan layanan di luar lokasi sebagaimana dimaksud dalam butir 3.1.1 wajib melaporkan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi. 
3.2 Kewajiban Pelayanan Universal 

PT. XXX XXX XXX (HURUF BESAR) wajib memberikan kontribusi pelayanan universal sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3.3 Persyaratan Teknis
3.3.1 Dalam membangun sarana pelayanan jasa interkoneksi internet (NAP), PT. XXX XXX XXX (HURUF BESAR) wajib mengikuti ketentuan yang tercantum dalam rencana dasar teknis nasional yang berlaku.

3.3.2 PT. XXX XXX XXX (HURUF BESAR) wajib menggunakan alat dan atau perangkat telekomunikasi yang telah memiliki sertifikat dan berlabel.

3.4 Pemenuhan Kewajiban Terhadap Pengguna Jasa
3.4.1 
PT. XXX XXX XXX (HURUF BESAR) wajib memberikan dan menjaga kelangsungan pelayanan jasanya kepada pengguna jasa. 

3.4.2 
PT. XXX XXX XXX (HURUF BESAR) wajib memberikan pelayanan kepada pengguna secara benar dan tidak diskriminatif. 

3.4.3
PT. XXX XXX XXX (HURUF BESAR) wajib mengoperasikan Point of Presence atau Network Operation Center untuk  operasi layanannya selama 24 jam setiap hari. 

3.4.4 PT. XXX XXX XXX (HURUF BESAR) wajib menyampaikan sekurang-kurangnya informasi mengenai jenis layanan dan tarif layanan kepada pengguna jasa.

3.4.5 PT. XXX XXX XXX (HURUF BESAR) wajib memberlakukan bebas biaya dalam memberikan informasi sebagaimana dimaksud dalam butir 3.4.4. 

3.4.6 Karena sesuatu hal PT. XXX XXX XXX (HURUF BESAR) bermaksud menghentikan penyelenggaraannya, PT. XXX XXX XXX (HURUF BESAR) wajib mendapatkan persetujuan dari Direktur Jenderal dan memberitahukan/mensosialisasikan kepada pengguna jasa dalam waktu sekurang-kurangnya 60 (enam puluh) hari sebelum layanan dihentikan. 

3.4.7
Dalam hal terjadi penghentian penyelenggaraan sebagaimana butir 3.4.6, PT. XXX XXX XXX (HURUF BESAR) wajib menyalurkan kepentingan pengguna jasa ke penyelenggara jasa interkoneksi internet (NAP) lainnya sesuai dengan area layanannya. 
3.5 Biaya Hak Penyelenggaraan Telekomunikasi  

PT XXX XXX XXX (HURUF BESAR) wajib membayar biaya hak penyelenggaraan telekomunikasi (BHP) yang besarnya dan tata cara pembayarannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3.6
Uji Laik Operasi

3.6.1 PT XXX XXX XXX (HURUF BESAR) wajib memiliki surat keterangan laik operasi atas setiap penambahan baru sarana pendukung pelayanan jasa interkoneksi internet (NAP) yang dibangun atau relokasi.

3.6.2 PT. XXX XXX XXX (HURUF BESAR) wajib membantu menyediakan fasilitas untuk kelancaran pelaksanaan uji laik operasi.

3.7 Ganti Rugi Kepada Pengguna Jasa

3.7.1 PT. XXX XXX XXX (HURUF BESAR) wajib memberikan ganti rugi kepada pengguna jasa interkoneksi internet (NAP), kecuali PT. XXX XXX XXX (HURUF BESAR) dapat membuktikan bahwa kerugian tersebut bukan diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian PT. XXX XXX XXX (HURUF BESAR).

3.7.2 Kerugian yang dimaksud dalam butir 3.7.1 adalah terbatas kepada kerugian langsung yang diderita pemakai jasa atas kesalahan dan atau kelalaian     PT. XXX XXX XXX (HURUF BESAR)  . 

3.8. PELAPORAN

3.8.1 PT XXX XXX XXX (HURUF BESAR) wajib menyampaikan laporan berkala kepada Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi, sekurang-kurangnya sebagai berikut :

3.8.1.1 Kinerja Operasi sebagaimana dimaksud dalam butir 3.1

3.8.1.2 Pengembangan lokasi dan operasi
3.8.1.3 Data jumlah pelanggan

3.8.1.4 Pendapatan operasi

3.8.1.5 Kontribusi pelayanan universal

3.8.2 Laporan sebagaimana dimaksud butir 3.8.1 disampaikan setiap tahun dengan disertai rincian data dan informasi perbulan. 

3.8.3 Dalam rangka pembinaan, PT. XXX XXX XXX (HURUF BESAR) wajib menyampaikan laporan, informasi atau data terbaru yang diperlukan apabila diminta oleh Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi. 
4. SANKSI


4.1
Pengembangan Wilayah Layanan dan Kinerja Operasi 

4.1.1
Setiap kelalaian pemenuhan pengembangan wilayah layanan dan kinerja operasi sebagaimana dimaksud dalam butir 3.1 diberikan peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu peringatan 60 (enam puluh) hari kerja. 

4.1.2
Apabila peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam butir 4.1.1 tidak diindahkan, maka dapat dilakukan pencabutan izin.
4.2   Pelayanan Universal

4.2.1 Setiap kelalaian pemenuhan kewajiban pelayanan universal sebagaimana dimaksud dalam butir 3.2 diberikan peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu peringatan  30 (tiga puluh) hari kerja. 

4.2.2 Apabila peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam butir 4.2.1 tidak diindahkan, maka dapat dilakukan pencabutan izin. 
4.3   Persyaratan Teknis 

Setiap kelalaian pemenuhan kewajiban sebagaimana dinyatakan dalam butir 3.3 dikenakan sanksi pidana sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4.4
Pemenuhan Kewajiban Terhadap Pengguna Jasa
4.4.1 Setiap kelalaian pemenuhan kewajiban terhadap pengguna jasa sebagaimana dimaksud dalam butir 3.4 diberikan peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu peringatan 30 (tiga puluh) hari kerja. 

4.4.2 Apabila peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam butir 4.4.1 tidak diindahkan, maka dapat dilakukan pencabutan izin. 
4.5
Biaya Hak Penyelenggaraan Telekomunikasi 

Setiap kelalaian pemenuhan kewajiban pembayaran biaya hak penyelenggaraan telekomunikasi sebagaimana dicantumkan dalam butir 3.6 dikenakan denda sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

4.6
Pelaporan

4.6.1 Setiap kelalaian pemenuhan kewajiban pelaporan sebagaimana dimaksud dalam butir 3.9 diberikan peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu peringatan 30 (tiga puluh) hari kerja. 

4.6.2 Apabila peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam butir 4.6.1 tidak diindahkan, maka dapat dilakukan pencabutan izin.

4.7 Pelaksanaan Sanksi

4.7.1 Denda sebagaimana dimaksud dalam butir 4.5 disetorkan ke kas negara melalui rekening bendahara penerima di bank pemerintah yang ditunjuk.

4.7.2 Dalam hal denda sebagaimana dimaksud dalam butir 4.7.1 tidak diindahkan diberikan peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu peringatan 7(tujuh) hari kerja dan diikuti dengan pencabutan izin.

4.7.3 Pencabutan izin sebagai akibat tidak dipenuhinya sanksi denda tidak membatalkan kewajiban membayar denda yang merupakan piutang negara. 

4.8
Kesinambungan Pelayanan Atas Pencabutan Izin

Dalam hal terjadi pencabutan izin, PT. XXX XXX XXX (HURUF BESAR) harus menyalurkan kepentingan pemakai jasa ke penyelenggara jasa interkoneksi internet (NAP) lainnya.

5. LAIN-LAIN

5.1 Perubahan Nama, Alamat, dan Pengalihan Kepemilikan Saham 

PT. XXX XXX XXX (HURUF BESAR) wajib melaporkan kepada Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi setiap perubahan nama, alamat dan atau kepemilikan saham yang bukan melalui pasar modal.

5.2 Keadaan Diluar Kemampuan

5.2.1

PT. XXX XXX XXX (HURUF BESAR) dapat mengajukan permohonan penangguhan kepada Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi atas pelaksanaan pengembangan layanan jasa interkoneksi internet (NAP) yang disebabkan oleh : 

5.2.1.1
Force majeure, yaitu dapat berupa bencana alam, perang, huru-hara dan pemberontakan, selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kalender sejak terjadinya force majeure dengan melampirkan bukti-bukti yang sah dari instansi yang berwenang;

5.2.1.2
Kebijakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan moneter.

5.2.2 Terhadap permohonan sebagaimana dimaksud dalam butir 5.2.1 dan setelah dilakukan penelitian dan evaluasi, Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi dapat memberikan persetujuan atau penolakan penangguhan atas kewajiban PT. XXX XXX XXX (HURUF BESAR) dalam pelaksanaan pengembanganan layanan. 

5.3
Penelitian dan Pengembangan Telekomunikasi

PT. XXX XXX XXX (HURUF BESAR) harus mengalokasikan dana untuk kegiatan penelitian dan pengembangan dalam bidang telekomunikasi dan informatika.

DIREKTUR JENDERAL POS DAN TELEKOMUNIKASI,

XXX XXX XXX XXX
1

